
 

 

WALIKOTA MADIUN 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR   04  TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN                         

NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN 

LEMBAGA TEKNIS DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA MADIUN, 

 

Menimbang   : a.  bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

serta Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 

tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja, maka Peraturan Daerah Kota Madiun 

Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah perlu dilakukan 

perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; 

  

Mengingat     :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

3. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1974  tentang  Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Tahun  1974  Nomor  55,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3890); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5233); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang 

Perubahan  Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3244); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia     

Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13     

Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4194); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor  4741); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan 

Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5094) ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun 

Tahun 2008 Nomor 1/D); 

14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 

Nomor 4/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun 

Nomor 4); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN 

dan 

WALIKOTA MADIUN 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 05 

TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH. 

  

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun 

Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun 

Tahun 2008 Nomor 4/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Madiun Nomor 4 ) diubah sebagai berikut:  

  

1. Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah dan diantara huruf e 

dan huruf f disisipkan satu (1) huruf, yakni huruf e.1, 

sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari: 

a. Inspektorat; 

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga 

Berencana dan Ketahanan Pangan; 

e. Badan Kepegawaian Daerah; 
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e.1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

f. Rumah Sakit Umum Daerah; 

g. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah; 

h. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; 

i. Kantor Lingkungan Hidup. 

 

2. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 10 diubah, sehingga     

Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:  

 
Bagian Ketiga 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Pasal 10 

 
(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik, terdiri dari: 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, membawahi: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Perencanaan; 

3. Sub Bagian Keuangan; 

c. Bidang Ideologi, membawahi: 

1. Sub Bidang Bina Ideologi, Bela Negara dan 

Hak Asasi Manusia; 

2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional; 

d. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahi: 

1. Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya dan 

Agama; 

2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Ekonomi; 

e. Bidang Lembaga Politik dan Organisasi 

Kemasyarakatan, membawahi: 

1. Sub Bidang Lembaga Politik; 

2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini. 
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3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 11 

 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur 

pendukung tugas Walikota di bidang Kesatuan Bangsa 

dan Politik. 

 

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 12 

 

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai 

tugas pokok melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan 

Bangsa dan Politik. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan 

Bangsa dan Politik; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa 

dan Politik; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang 

Kesatuan Bangsa dan Politik; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

5. Diantara Bagian Kelima dan Keenam disisipkan 1 (satu) 

bagian, yakni Bagian Kelima A yang terdiri 3 (tiga) pasal 

yakni Pasal 18A, Pasal 18B dan  Pasal 18C, yang berbunyi 

sebagai berikut: 
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Bagian Kelima A 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  

 Pasal 18A 
 

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah, terdiri dari: 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, membawahi: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Perencanaan; 

3. Sub Bagian Keuangan; 

c. Bidang Anggaran, membawahi: 

1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan 

Pembiayaan; 

2. Sub Bidang Anggaran Belanja; 

d. Bidang Perbendaharaan, membawahi: 

1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; 

2. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran; 

e. Bidang Akuntansi, membawahi: 

1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan 

Pembiayaan;  

2. Sub Bidang Akuntansi Belanja; 

f. Bidang Administrasi Aset, membawahi: 

1. Sub Bidang Penatausahaan dan 

Pemindahtanganan Aset Daerah;  

2. Sub Bidang Pemanfaatan Aset Daerah; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VA 

Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 18B 

 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 
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Pasal 18C 
 

(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

6. Diantara ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) 

pasal yakni Pasal 39A, yang berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 39A 

 
Semua tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan 

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat sebagai akibat dari ketentuan yang diatur dalam: 

1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 

3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun 

Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 

04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 

2010 Nomor 2/D); dan 
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2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga 

Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 

2008 Nomor 4/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Madiun Nomor 4), 

masih tetap dilaksanakan sampai dengan 

dilantik/ditugaskannya Pejabat sesuai dengan Peraturan 

Daerah ini.  

  
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. 

 
Ditetapkan  di  M A D I U N 
pada tanggal  18 September 2013 

 
WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. BAMBANG IRIANTO 

 

Diundangkan di  M A D I U N  
pada tanggal 27 Nopember 2013 
 
SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

MAIDI 

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2013 
NOMOR 2/D 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN 
SEKRETARIS DAERAH 

u.b. 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 

AGUS SUGIJANTO, SH 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19590822 198403 1 003 



KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAMPIRAN  III  :  PERATURAN DAERAH KOTA  MADIUN
NOMOR     :  04 TAHUN 2013
TANGGAL  : 18 September 2013

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SUB BAGIAN 
KEUANGANSUB BAGIAN PERENCANAAN SUB BAGIAN UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL

BIDANG IDEOLOGI BIDANG LEMBAGA POLITIK DAN 
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BIDANG KETAHANAN BANGSA

SUB BIDANG BINA 
IDEOLOGI,BELA NEGARA 
DAN HAK ASASI MANUSIA

SUB BIDANG 
KEWASPADAAN NASIONAL

SUB BIDANG KETAHANAN 
SENI, BUDAYA DAN AGAMA

SUB BIDANG WAWASAN 
KEBANGSAAN DAN 

KETAHANAN EKONOMI

SUB BIDANG LEMBAGA 
POLITIK

SUB BIDANG ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO



KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL

SUB BIDANG PENGELOLAAN 
KAS DAERAH

SUB BIDANG PELAKSANAAN 
ANGGARAN

SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PERENCANAAN SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 

SEKRETARIAT 

BIDANG ANGGARAN

SUB BIDANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN 

PEMBIAYAAN

SUB BIDANG ANGGARAN 
BELANJA

LAMPIRAN VA  :  PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR    :    04 TAHUN 2013
TANGGAL :    18 September 2013

BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG AKUNTANSI

SUB BIDANG AKUNTANSI 
PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

SUB BIDANG AKUNTANSI 
BELANJA

BIDANG ADMINISTRASI ASET

SUB BIDANG PENATAUSAHAAN  
DAN PEMINDAHTANGANAN ASET 

DAERAH

SUB BIDANG PEMANFAATAN  
ASET DAERAH

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO
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